
 

   

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  :  17 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA 

TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH,  PENGANGKATAN 

PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK, PENGAWAS SEKOLAH, DAN 

PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati 

Sampang Nomor 19  Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  Sampang 

Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan, perlu mengatur persyaratan calon, sistem 

seleksi, proses pengusulan, masa tugas, dan mekanisme 

pengangkatan calon kepala taman kanak-kanak, kepala 

sekolah, pengawas taman kanak-kanak, pengawas sekolah 

dan penilik pendidikan nonformal dan informal 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah, 

Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah, dan 

Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);     

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12  Tahun 

2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13  Tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 
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11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Jabatan Fungsional Penilik dan  Angka Kreditnya; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan  Angka 

Kreditnya; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28  Tahun 

2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 tahun 

2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan; 

16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Petunujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA 

TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH,  

PENGANGKATAN PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK, 

PENGAWAS SEKOLAH, DAN PENILIK PENDIDIKAN 

NONFORMAL DAN INFORMAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.  

2. Bupati adalah Bupati Sampang 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

4. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan 

anak usia (PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan keaksaraan serta kursus 

pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan Peraturan 

Perundang Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik jalur pendidikan formal pada satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin 

satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah 

menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), atau sekolah luar biasa (SLB). 

7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 

pendidikananak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

8. Penilikadalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan 

kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan 

anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta 

kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). 

9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

10. Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri,  mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

11. Pendidikan  informal adalah  jalur pendidikan  keluarga dan lingkungan. 
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12. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran,melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. 

13. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana 

bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil 

bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi. 

14. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu tahapan pendalaman kompetensi 

dalam proses penyiapan calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, 

dan calon penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) melalui 

pemberian pengalaman pendidikan, pembelajaran, kepenilikan, teoretik 

maupun praktik, dan diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan 

penugasan guru sebagai kepala taman kanak-kanak, kepala sekolah, 

pengawas taman kanak-kanak, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan 

nonformal dan informal di Daerah 

(2) Tujuan petunjuk teknis ini sebagai pedoman pelaksanaan penugasan guru 

sebagai kepala taman kanak-kanak, kepala sekolah, pengawas taman 

kanak-kanak, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan nonformal dan 

informal di Daerah. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

 

(1) Guru sebagai kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah, Pengawas 

taman kanak-kanak, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan nonformal 

dan informal. 
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(2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada 

satuanpendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan Pengawas Taman kanak-kanak, Pengawas Sekolah, pada jalur 

pendidikan formal, serta penilik jalur pendidikan nonformal dan informal 

 

Pasal 4 

 

Persyaratan Penugasan pengangkatan Kepala Taman Kanak-kanak kepala 

sekolah, pengawas, dan penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.  

 

 

Ditetapkan di  : Sampang 

Pada tanggal   : 24 April 2015 

 

 BUPATI SAMPANG, 

  

 

 H. A. FANNAN HASIB 
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Diundangkan di :Sampang 

pada tanggal  :24 April  2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG  

 

 

         PUTHUTBUDI SANTOSO, SH.,M.Si 
            Pembina Utama Muda 
       NIP.19610114 198603 1 008 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR :17 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG  

NOMOR  :    17    TAHUN     2015 

TANGGAL :   24     APRIL     2015 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA 

TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH, PENGANGKATAN 

PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK, PENGAWAS SEKOLAH,  

DAN PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

I. PENDAHULUAN 

A. UMUM 

Untuk Pelaksanaan ketentuan BAB XX Bagian Kesatu dan Pasal 

53 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 tahun 2008 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan perlu diatur tentang 

pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas dan penilik. 

Maksud petunjuk teknis ini mengatur pelaksanan penugasan 

guru sebagai kepala taman kanak-kanak, kepala sekolah, pengawas 

taman kanak-kanak, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan 

nonformal dan informal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan penugasan guru sebagai 

kepala taman kanak-kanak, kepala sekolah, pengawas taman kanak-

kanak, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan nonformal dan 

informal, berkenaan dengan pengangkatan, penugasan, pembebasan 

sementara, dan pengangkatan kembali kepala, pengawas, dan penilik 

sesuai Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 

Tahun 2010  tentang Petunujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tetang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk pegawai negeri 

sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada 

satuanpendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pada jalur pendidikan formal, serta penilik jalur pendidikan 

nonformal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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II. PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH 

A. PERSYARATAN CALON KEPALA SEKOLAH 

Persyaratan calon kepala sekolah sebagai berikut: 

1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

2. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter 

pemerintah.  

3. Tidak sedang atau akan menjalani hukuman disiplin sedang atau 

disiplin berat. 

4. Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman penjara.  

5. Memiliki sertifikat pendidik. 

6. Melampirkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

calon kepala sekolah.  

7. Melampirkan sertifikat guru berprestasi apabila ada.  

B. SISTEM SELEKSI KEPALA SEKOLAH 

Sistem seleksi kepala sekolah adalah serangkaian proses akumulasi nilai 

seleksi administrasi dan uji kompetensi sebagai berikut:    

1. Pembentukan tim seleksi kepala sekolah; 

a. Tim seleksi terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah, Dinas 

Pendidikan,  pengawas sekolah, dewan pendidikan, dan instansi 

Pemerintah Kabupaten  Sampang. 

b. Tugas tim seleksi adalah menyiapkan, melaksanakan, 

melaporkan, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan calon kepala 

sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang 

c. Masa tugas tim seleksi selama dua tahun yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati  

2. Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah 

Tim seleksi melakukan verifikasi dan validasi administrasi calon 

kepala sekolah yang meliputi aspek : kualifikasi pendidikan, usia, 

masa kerja, pangkat, penilaian kinerja guru dan penilaian prestasi 

kerja, kedisiplinan, guru berprestasi, dan Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), dengan penskoran sesuai tabel 

berikut : 
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Tabel 1.1 Skoring nilai seleksi administrasi calon kepala sekolah 

No               Skor  

Aspek  
Skor 100 Skor 75 Skor 50 Skor 25 

1 Kualifikasi 

Pendidikan 

S3 kependidikan 

atau S3 non-
kependidikan 

S2 

kependidikan 
atau S2 non-

kependidikan   

S1 

kependidikan 
atau D4 

kependidikan  

S1 non-

kependidikan  

2 Usia  usia 51 tahun 
s.d usia 56 

tahun  

usia 46 tahun 
s.d usia 50 

tahun  

usia 41 
tahun s.d 

usia 45 
tahun 

usia ≤ 40 
tahun 

3 Masa kerja  masa kerja ≥ 
31 tahun  

21 tahun 
s.d 30 

tahun. 

13 tahun s.d 
20 tahun 

5 tahun s.d  
12 tahun  

4 Pangkat dan 

golongan 
ruang  

Pembina utama 

madya (IV/d) 
dan pembina 
utama muda 

(IV/c)  

Pembina 

tingkat I 
(IV/b) dan 
pembina 

(IV/a) 

Penata 

tingkat I 
(III/d) 

Penata (III/c)  

5 Penilaian 

kinerja 
guru/penilaia
n prestasi 

kerja 2 (dua) 
tahun terakhir 

Nilai tahun 

pertama amat 
baik dan nilai 
tahun kedua 

amat baik 

Nilai  tahun 

pertama 
baik dan 
tahun 

kedua amat 
baik 

Nilai tahun 

pertama 
amat baik 
dan nilai 

tahun kedua 
baik 

Nilai tahun 

pertama baik 
dan nilai 
tahun kedua 

baik 

6 Kedisiplinan Tidak pernah 
mengalami 
hukuman 

disiplin  

Pernah 
mengalami 
hukuman 

disiplin  
teguran lisan 

Pernah  
mengalami 
hukuman 

disiplin  
teguran 

tertulis  

Pernah  
mengalami 
hukuman 

disiplin 
pernyataan 

tidak puas 
secara 
tertulis. 

7 Prestasi  Juara satu, 
juara dua, 

juara tiga atau 
juara harapan 
guru 

berprestasi 
tingkat 

nasional.  

Juara satu, 
juara dua, 

atau juara 
tiga guru 
berprestasi 

tingkat 
provinsi. 

Juara satu, 
juara dua, 

atau juara 
tiga guru 
berprestasi 

tingkat 
kabupaten 

Juara satu, 
juara dua, 

atau juara 
tiga guru 
berprestasi 

tingkat 
kecamatan 

8 Surat Tanda 

Tamat 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

(STTPL) 
kependidikan 5 
(lima) tahun 

terakhir. 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat ≥ 161 
jam atau lama 

diklat ≥ 16 
hari. 
 

Sertifikat  

dengan 
lama diklat 
antara 80 

jam s.d 160 
jam atau 
setara 8 

hari s.d 16 
hari. 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat antara 
31 jam s.d 

79 jam 4 
hari s.d 7 
hari. 

 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat antara 
10 jam s.d 

30 jam atau 
setara 1 hari 
s.d 3 hari 
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3. Uji Kompetensi Kepala Sekolah 

Uji kompetensi kepala sekolah meliputi; 

a. Test tertulis kompetensi kepala sekolah meliputi; kompetensi 

kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, 

kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial dengan skor 

maksimal 100 (seratus), kecuali calon kepala sekolah yang sudah 

memiliki sertifikat diklat dari Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS). 

b. Penyusunan dan pemaparan rencana kegiatan sekolah (RKS) dan 

rencana pengembangan sekolah (RPS) dengan skor maksimal 100 

(seratus). 

4. Nilai maksimal kelulusan adalah 440 (empat ratus empat puluh) 

diperoleh dari 40% (empat puluh persen) dari skor maksimal 

administrasi yaitu 800 (delapan ratus) ditambah 60% (enam puluh 

persen) dari skor maksimal uji kompetensi yaitu 200 (dua ratus). 

5. Peserta dinyatakan lulus apabila sekurang-kurangnya memperoleh 

nilai 264 (dua ratus enam puluh empat).   

6. Jika jumlah peserta yang memenuhi syarat melebihi jumlah 

kebutuhan, maka pengangkatan kepala sekolah berdasarkan nilai 

peringkat, tetapi jika peserta yang memenuhi syarat kurang dari 

jumlah kebutuhan, maka dilakukan uji kompetensi ulang 

berdasarkan peringkat nilai yang berada dibawah batas kelulusan, 

sesuai kebutuhan.  

 

C. PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH 

Proses pengangkatan kepala sekolah sebagai berikut; 

1. Calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah dan mengetahui 

pengawas sekolah binaan untuk sekolah menengah dan sekolah luar 

biasa (SMP/SMA/SMK/SLB) sesuai perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah, mengetahui 

pengawas sekolah binaan dan mendapat persetujuan Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) kecamatan untuk satuan 

pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) sesuai 

perundang-undangan yang berlaku.  
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3. Mutasi kepala sekolah diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan 

untuk sekolah menengah dan sekolah luar biasa 

(SMP/SMA/SMK/SLB) sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan mutasi kepala sekolah, 

dapat melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah untuk 

sekolah menengah dan sekolah luar biasa (SMP/SMA/SMK/SLB) 

sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

5. Mutasi kepala sekolah diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendidikan (UPTD) kecamatan untuk satuan pendidikan taman 

kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) sesuai perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Kepala Unit Pelaksanan Teknis Pendidikan (UPTD) kecamatan dalam 

mengusulkan mutasi kepala sekolah, dapat melakukan koordinasi 

dengan pengawas sekolah binaan untuk satuan pendidikan taman 

kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) sesuai perundang-

undangan yang berlaku. 

7. Ketua yayasan mengajukan permohanan tertulis kepada Bupati 

melalui Kepala Dinas Pendidikan, apabila satuan pendidikan yang 

dilaksanakan yayasan tersebut membutuhkan penugasan guru 

pegawai negeri sipil (PNS) sebagai kepala sekolah.  

D. PEMBERLAKUAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH 

Pemberlakuan masa tugas kepala sekolah sebagai berikut: 

1. Pemberlakukan masa tugas kepala sekolah dalam jabatan diatur 

dengan ketentuan peralihan sebagai berikut; 

a. Kepala sekolah dengan Batas Usia Pensiun (BUP) berakhir sampai 

tanggal 01 Juli 2017, tetap melaksanakan tugas sebagai kepala 

sekolah pada satuan pendidikan setempat sesuai perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Kepala sekolah dengan masa tugas mencapai 12 (duabelas) tahun 

atau lebih, berturut-turut atau tidak berturut-turut terhitung 

sejak diangkat, maka tugas tambahan sebagai kepala sekolah 

berakhir dan tidak dapat diperpanjang untuk masa tugas kepala 

sekolah berikutnya. 
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c. Kepala sekolah dengan masa kerja 11 tahun 01 bulan sampai 

dengan masa kerja 11 tahun 11 bulan tetap melaksanakan 

tugas sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan setempat.   

d. Kepala sekolah dengan masa kerja 08 tahun 00 bulan sampai 

dengan masa kerja 11 tahun 00 bulan berturut-turut atau tidak 

berturut-turut sejak diangkat, dimutasi sebagai kepala sekolah 

pada satuan pendidikan sejenis yang akreditasi, prestasi sekolah, 

jumlah siswa, jumlah rombel lebih rendah, sesuai formasi 

kebutuhan apabila penilaian kinerja minimal baik. 

e. Kepala sekolah dengan masa kerja 04 tahun 00 bulan sampai 

dengan masa kerja 07 th 11 bulan tetap melaksanakan tugas 

sebagai kepala pada satuan pendidikan setempat dan dapat 

diperpanjang pada periode berikut, sesuai formasi kebutuhan 

apabila penilaian kinerja amat baik. 

f. Kepala sekolah dengan masa kerja 01 tahun 00 bulan sampai 

dengan 03 tahun 11 bulan tetap melaksanakan tugas sebagai 

kepala pada satuan pendidikan setempat dan dapat diperpanjang 

pada periode berikutnya apabila hasil penilaian kinerja minimal 

baik.  

2. Kepala sekolah pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat 

dimutasi sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan sejenis 

yang diselenggarakan oleh pemerintah apabila hasil penilaian kinerja 

minimal baik untuk memenuhi formasi kekosongan/kebutuhan 

satuan pendidikan sejenis . 

3. Jika jumlah pengajuan mutasi kepala sekolah pengawai negeri sipil 

(PNS) yang dipekerjakan pada satuan pendidikan yang 

diselengggarakan masyarakat melebihi jumlah kebutuhan satuan 

pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, maka mutasi 

dilakukan berdasarkan seleksi administrasi dengan peringkat 

tertinggi sesuai tabel skoring.   

4. Masa tugas kepala sekolah yang belum diatur dalam Keputusan 

Bupati ini, akan  diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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E. MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH 

1. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon kepala sekolah kepada 

Bupati, sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil penilaian 

tim seleksi.  

2. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan mutasi kepala sekolah 

kepada Bupati, sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil 

penilaian kinerja/penilaian prestasi kerja. 

3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 

melaksanakan pembahasan calon kepala sekolah dan mutasi kepala 

sekolah sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati sebelum 

mengambil keputusan. 

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan konsep surat 

keputusan kepada Bupati tentang pengangkatan dan mutasi kepala 

sekolah.   

III. PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH 

A. PERSYARATAN CALON PENGAWAS SEKOLAH 

Persyaratan calon pengawas sekolah sebagai berikut; 

1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

2. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter 

pemerintah.  

3. Tidak sedang atau akan menjalani hukuman disiplin sedang atau 

disiplin berat. 

4. Memiliki sertifikat pendidik. 

5. Melampirkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

calon pengawas sekolah apabila ada. 

6. Melampirkan sertifikat kepala sekolah berprestasi atau sertifikat guru 

berprestasi apabila ada. 

 

B. SISTEM SELEKSI PENGAWAS SEKOLAH 

Sistem seleksi pengawas sekolah adalah serangkaian proses akumulasi 

nilai seleksi administrasi dan uji kompetensi; 

1. Tim seleksi Pengawas; 
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a. Tim seleksi terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah, Dinas 

Pendidikan, pengawas sekolah, dan instansi terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten  Sampang. 

b. Tugas tim seleksi adalah menyiapkan, melaksanakan, 

melaporkan, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan seleksi calon 

pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sampang. 

c. Masa tugas tim seleksi selama dua tahun ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.  

2. Seleksi Administrasi Calon Pengawas Sekolah; 

Tim seleksi melakukan verifikasi dan validasi administrasi calon 

pengawas sekolah yang meliputi aspek; kualifikasi pendidikan, usia, 

masa kerja, pangkat, penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja, 

kedisiplinan, guru/kepala sekolah berprestasi, Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), dan pengalaman jabatan dengan 

penskoran sesuai tabel berikut: 

         Tabel 1.1 Skoring nilai seleksi administrasi calon pengawas sekolah 

No           Skor  
 

Aspek  

Skor 100 Skor 75 Skor 50 Skor 25 

1 Kualifikasi 

pendidikan 

S3 

kependidikan  
S3 non-
kependidikan  

S2 
kepengawasan  

S2 

kependidikan  
 

S2 non-

kependidikan 

S1 

kependidikan 
atau D4 
kependidikan  

2 Usia  usia 51 tahun 
s.d usia 55 

tahun  

usia 46 
tahun s.d 

usia 50 
tahun  

usia 41 tahun 
s.d usia 45 

tahun 

usia ≤ 40 
tahun 

3 Masa kerja  masa kerja ≥ 

31 tahun  

21 tahun 

s.d 30 
tahun. 

14 tahun s.d 

20 tahun  

8 tahun s.d  

13 tahun  

4 Pangkat 
dan 

golongan 
ruang  

Pembina 
utama madya 

(IV/d) dan 
pembina 
utama muda 

(IV/c)  
 
 

 
 

Pembina 
tingkat I 

(IV/b) dan 
pembina 
(IV/a) 

Penata 
tingkat I 

(III/d) 

Penata (III/c)  



No           Skor  
 

Aspek  

Skor 100 Skor 75 Skor 50 Skor 25 

5 Penilaian 

kinerja 
guru/kepala 
sekolah dan 

penilaian 
prestasi 

kerja 

Nilai tahun 

pertama 
amat baik 
dan nilai 

tahun kedua 
amat baik 

Nilai  tahun 

pertama 
baik dan 
nilai tahun 

kedua amat 
baik 

Nilai tahun 

pertama amat 
baik dan nilai 
tahun kedua 

baik 

Nilai tahun 

pertama 
baik dan 
nilai tahun 

kedua baik 

6 Kedisiplina

n 

Tidak pernah 

mengalami 
hukuman 
disiplin  

Pernah 

mengalami 
hukuman 
disiplin  

teguran 
lisan 

Pernah  

mengalami 
hukuman 
disiplin  

teguran 
tertulis.  

Pernah  

mengalami 
hukuman 
disiplin 

pernyataan 
tidak puas 
secara 

tertulis. 

7 Prestasi  Juara satu, 

juara dua, 
juara tiga, 

atau juara 
harapan  
guru/kepala 

sekolah 
berprestasi  
berprestasi 

tingkat 
nasional.  

Juara satu, 

juara dua, 
atau juara 

tiga 
guru/kepal
a sekolah 

berprestasi 
tingkat 
provinsi. 

Juara satu, 

juara dua, 
atau juara 

tiga 
guru/kepala 
sekolah 

berprestasi 
tingkat 
kabupaten 

Juara satu, 

juara dua, 
atau juara 

tiga 
guru/kepala 
sekolah 

berprestasi 
tingkat 
kecamatan 

8 Surat Tanda 
Tamat 

Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

(STTPL) 
kependidika
n 5 (lima) 

tahun 
terakhir . 

Sertifikat  
dengan lama 

diklat ≥ 161 
jam atau 
setara diklat 

≥ 16 hari. 
 

Sertifikat  
dengan 

lama diklat 
antara 80 
jam s.d 160 

jam atau 
setara 8 
hari s.d 16 

hari. 

Sertifikat  
dengan lama 

diklat antara 
31 jam s.d 79 
jam 4 hari s.d 

7 hari. 
 

Sertifikat  
dengan lama 

diklat antara 
10 jam s.d 
30 jam atau 

setara 1 hari 
s.d 3 hari. 

9 Pengalaman 
jabatan  

Sedang 
menjabat 

kepala 
sekolah 

Pernah 
menjadi 

kepala 
sekolah 

Sedang 
menjadi guru 

Pernah 
menjadi 

pengawas 

 

3. Uji Kompetensi Pengawas Sekolah 

Tim seleksi melakukan uji kompetensi calon pengawas sekolah 

dengan penghitungan skor sebagai berikut; 

a. Test tertulis kompetensi pengawas sekolah meliputi; kompetensi 

kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi 

supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi 

penelitian pengembangan, kompetensi sosial dengan skor paling 

tinggi 100 (seratus). 
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b. Penyusunan dan paparan rencana pelaksanaan kepengawasan 

(RPK) dan penelitian pengembangan sekolah (PPS) dengan skor 

paling tinggi 100 (seratus). 

4. Nilai maksimal kelulusan adalah 480 (empat ratus delapan puluh) 

diperoleh dari 40% (empat puluh persen) dari skor maksimal 

administrasi yaitu 900 (sembilan ratus) ditambah 60% (enam puluh 

persen) dari skor maksimal uji kompetensi yaitu 200 (dua ratus).  

5. Peserta dinyatakan lulus seleksi apabila sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai 288 (dua ratus delapan puluh delapan). 

6. Jika jumlah peserta yang memenuhi syarat melebihi jumlah 

kebutuhan, maka pengangkatan pengawas sekolah berdasarkan nilai 

peringkat, tetapi jika peserta yang memenuhi syarat kurang dari 

jumlah kebutuhan, maka dilakukan uji kompetensi ulang 

berdasarkan peringkat nilai yang berada dibawah batas kelulusan, 

sesuai kebutuhan. 

C. PROSES  PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH 

Proses pengangkatan pengawas sekolah sebagai berikut: 

1. Calon pengawas sekolah yang berasal dari guru diusulkan oleh 

kepala sekolah dan mengetahui pengawas sekolah binaan untuk 

pengawas sekolah menengah dan pengawas luar biasa 

(SMP/SMA/SMK/SLB) sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Calon pengawas sekolah yang berasal dari kepala sekolah diusulkan 

oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dikoordinasikan dengan pengawas 

sekolah binaan untuk pengawas sekolah menengah dan pengawas 

sekolah luar biasa (SMP/SMA/SMK/SLB) sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Calon pengawas sekolah yang berasal dari guru diusulkan oleh 

kepala sekolah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendidikan (UPTD) kecamatan dan mendapat persetujuan dari 

pengawas sekolah binaan untuk pengawas satuan pendidikan taman 

kanak-kanak (TK) dan pengawas sekolah (SD) sesuai perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 



- 11 - 

 

4. Calon pengawas sekolah yang berasal dari kepala sekolah diusulkan 

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) 

kecamatan dan mendapat persetujuan dari pengawas sekolah binaan 

untuk pengawas satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan 

pengawas sekolah dasar (SD) sesuai perundang-undangan yang 

berlaku 

D. MEKANISME PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH 

Mekanisme pengangkatan pengawas sekolah sebagai berikut; 

1. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon pengawas sekolah 

kepada Bupati, sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil 

penilaian tim seleksi.  

2. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan mutasi pengawas sekolah 

kepada Bupati, sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil 

penilaian kinerja/penilaian prestasi kerja. 

3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 

melaksanakan pembahasan calon pengawas sekolah dan/atau 

mutasi pengawas sekolah sebagai bahan pertimbangan kepada 

Bupati sebelum mengambil keputusan. 

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan konsep surat 

keputusan kepada Bupati tentang pengangkatan dan/atau mutasi 

pengawas sekolah. 

 

IV. PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL  DAN INFORMAL 

A. PERSYARATAN CALON PENILIK  

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik Pendidikan 

Nonformal dan Informal (PNFI) sebagai berikut; 

1. Memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunujuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I  golongan ruang III/b;  

3. Usia paling tinggi 54 tahun untuk calon penilik yang berasal dari 

pamong belajar, pengawas sekolah, kepala sekolah, atau guru.  
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4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter 

pemerintah.  

5. Tidak sedang atau akan menjalani hukuman disiplin sedang atau 

disiplin berat. 

6. Melampirkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

calon penilik apabila ada. 

7. Melampirkan sertifikat pengawas sekolah prestasi, pamong belajar 

berprestasi, kepala sekolah berprestasi, atau guru berprestasi apabila 

ada. 

B. SISTEM SELEKSI PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL DAN 

INFORMAL 

Sistem seleksi penilik Pendidikan Non-formal dan In-formal adalah 

serangkaian proses akumulasi nilai seleksi administrasi dan uji 

kompetensi; 

1. Tim seleksi Penilik; 

a. Tim seleksi terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah, Dinas 

Pendidikan,   pengawas sekolah/penilik Pendidikan Nonformal 

dan Informal (PNFI), dan instansi terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten  Sampang. 

b. Tugas tim seleksi adalah menyiapkan, melaksanakan, 

melaporkan, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan seleksi calon 

penilik pendidikan nonformal dan informal di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang. 

c. Masa tugas tim seleksi selama dua tahun ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati 

2. Seleksi Administrasi Calon Penilik Pendidikan Nonformal dan 

Informal. 

Tim seleksi melakukan verifikasi dan validasi administrasi calon 

penilik yang meliputi aspek; kualifikasi pendidikan, usia, masa kerja, 

pangkat, penilaian kinerja guru dan penilaian prestasi kerja, 

kedisiplinan, berprestasi, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 

Pelatihan (STTPL), dan pengalaman jabatan dengan penskoran sesuai 

tabel berikut: 
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         Tabel 1.3 Skoring nilai seleksi administrasi calon pengawas sekolah 

No            Skor  

Aspek  Skor 100 Skor 75 Skor 50 Skor 25 

1 Kualifikasi 

pendidikan 

S3 

kependidikan  
S3 non-
kependidikan  

S2 

kependidikan  
S2 non-
kependidikan 

S1/D4 

kependidika
n  

S1/D4 non-

kependidikan  

2 Usia  usia 51 tahun 
s.d usia 54 

tahun  

usia 46 tahun 
s.d usia 50 

tahun  

usia 41 tahun 
s.d usia 45 

tahun 

usia ≤ 40 
tahun 

3 Masa kerja  masa kerja ≥ 

27 tahun  

21 tahun s.d 

26 tahun. 

13 tahun s.d 

20 tahun  

5 tahun s.d  

12 tahun  

4 Pangkat dan 
golongan 

ruang  

Pangkat dan 
golongan ≥ 

pembina 
tingkat I (IV/b)   

Pembina 
(IV/a)  

Penata 
tingkat I 

(III/d) 

Penata muda 
tingkat I 

(III/b) dan 
Penata  (III/c) 

5 Daftar 
Penilaian 

Pelaksanaan 
Pekerjaan 
(DP3), 

penilaian 
kinerja, atau 
penilaian 

prestasi kerja  

Nilai tahun 
pertama 

amat baik 
dan nilai 
tahun kedua 

amat baik  

Nilai  tahun 
pertama 

baik dan 
tahun kedua 
amat baik 

Nilai tahun 
pertama 

amat baik 
dan nilai 
tahun kedua 

baik 

Nilai tahun 
pertama baik 

dan nilai 
tahun kedua 
baik 

6 Kedisiplinan Tidak pernah 

mengalami 
hukuman 

disiplin  

Pernah 

mengalami 
hukuman 

disiplin  
teguran lisan 

Pernah 

mengalami 
hukuman 

disiplin  
teguran 
tertulis.  

Pernah  

mengalami 
hukuman 

disiplin 
pernyataan 
tidak puas 

secara 
tertulis. 

7 Prestasi  Juara satu, 
juara dua, 
juara tiga 

atau juara 
harapan  

guru/kepala 
sekolah/peng
awas 

sekolah/pamo
ng belajar 
berprestasi  

berprestasi 
tingkat 

nasional.  

Juara satu, 
juara dua, 
atau juara 

tiga 
guru/kepala 

sekolah/pen
gawas 
sekolah/pa

mong 
belajar 
berprestasi 

tingkat 
provinsi. 

Juara satu, 
juara dua, 
atau juara tiga 

guru/kepala 
sekolah/penga

was 
sekolah/pamo
ng belajar 

berprestasi 
tingkat 
kabupaten 

Juara satu, 
juara dua, 
atau juara 

tiga 
guru/kepala 

sekolah/peng
awas 
sekolah/pam

ong belajar 
berprestasi 
tingkat 

kecamatan 

8 Surat Tanda 

Tamat 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

(STTPL) 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat ≥ 161 
jam atau 

lama diklat ≥ 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat 
antara 80 

jam s.d 160 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat antara 
31 jam s.d 

79 jam 4 hari 

Sertifikat  

dengan lama 
diklat antara 
10 jam s.d 30 

jam atau 



No            Skor  
Aspek  Skor 100 Skor 75 Skor 50 Skor 25 

fungsional/sej
enis 5 (lima) 

tahun 
terakhir. 

16 hari. 
 

jam atau 
setara 8 hari 

s.d 16 hari. 

s.d 7 hari. setara 1 hari 
s.d 3 hari. 

9 Pengalaman 
jabatan  

Sedang 
menjabat 
kepala 

sekolah/ 
pengawas 
sekolah/ 

pamong 
belajar 

Sedang 
menjadi 
guru  

Pernah 
menjadi 
kepala 

sekolah 

Pernah 
menjadi 
pengawas 

 

3. Uji Kompetensi Penilik PNFI 

Tim seleksi melakukan uji kompetensi calon penilik pendidikan non-

formal dan in-formal dengan penghitungan skor sebagai berikut; 

a. Test tertulis kompetensi Penilik Pendidikan Nonformal dan 

Informal (PNFI) meliputi; pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pendidikan nonformal 

dan informal dengan skor paling tinggi 100 (seratus). 

b. Paparan dan wawancara desain dampak program pendidikan 

nonformal dan informal meliputi; perencanaan program, 

pelaksanaan program, evaluasi program, pelaksanaan 

pembimbingan dan pembinaan, laporan hasil dengan skor paling 

tinggi 100 (seratus). 

4. Nilai maksimal kelulusan adalah 480 (empat ratus delapan puluh) 

diperoleh dari 40% (empat puluh persen) dari maksimal skor 

maksimal administrasi yaitu 900 (sembilan ratus) ditambah 60% 

(enam puluh persen) dari skor maksimal uji kompetensi yaitu 200 

(dua ratus).  

5. Peserta dinyatakan lulus seleksi apabila sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai 288 (dua ratus delapan puluh delapan). 

6. Jika jumlah peserta yang memenuhi syarat melebihi jumlah 

kebutuhan, maka pengangkatan penilik Pendidikan Non-formal dan 

In-formal (PNFI) berdasarkan nilai peringkat, tetapi jika peserta yang 

memenuhi syarat kurang dari jumlah kebutuhan, maka dilakukan uji 

kompetensi ulang berdasarkan peringkat nilai yang berada dibawah 

batas kelulusan, sesuai kebutuhan. 
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C. PROSES PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL  DAN 

INFORMAL 

Proses pengangkatan penilik Pendidikan Non-formal dan In-formal 

sebagai berikut: 

1. Calon penilik yang berasal dari guru sekolah menengah 

(SMP/SMA/SMK) diusulkan oleh kepala sekolah dan mengetahui 

pengawas sekolah binaan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Calon penilik yang berasal dari kepala sekolah menengah dan 

pengawas sekolah menengah (SMP/SMA/SMK) diusulkan oleh Kepala 

Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Calon penilik yang berasal dari guru taman kanak-kanak (TK) dan 

guru sekolah dasar (SD) diusulkan oleh kepala sekolah melalui 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) kecamatan 

sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

4. Calon penilik yang berasal dari kepala sekolah taman kanak-kanak 

(TK) dan sekolah dasar (SD), pengawas sekolah taman kanak-kanak 

(TK) dan pengawas sekolah dasar (SD), dan pamong belajar diusulkan 

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) 

kecamatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. MEKANISME PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL 

DAN INFORMAL 

1. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon penilik kepada Bupati, 

sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil penilaian tim 

seleksi.  

2. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan mutasi penilik kepada 

Bupati, sesuai formasi kebutuhan dan berdasarkan hasil penilaian 

kinerja/penilaian prestasi kerja. 

3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 

melaksanakan pembahasan calon penilik dan/atau mutasi penilik 

sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati sebelum mengambil 

keputusan. 
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4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan konsep surat 

keputusan kepada Bupati tentang pengangkatan dan mutasi penilik. 

 

V. KETENTUAN PERALIHAN 

Ketentuan Peralihan penugasan kepala sekolah, pengawas sekolah, 

dan penilik Pendidikan Non-formal dan In-formal dalam jabatan diatur 

sebagai berikut;   

1. Masa peralihan tentang penyesuaian dan pemberlakuan penugasan 

kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik Pendidikan Nonformal 

dan Informal dilaksanakan secara efektif paling lambat 1 (satu) tahun 

sejak penetapan Peraturan ini.  

2. Seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik 

Pendidikan Nonformal dan Informal, dilaksanakan secara efektif paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan Peraturan ini. 

3. Kepala Dinas Pendidikan menunjuk/menetapkan kepala sekolah 

terdekat dari satuan pendidikan yang sejenis atau pengawas sekolah 

binaan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, apabila ada 

kekosongan formasi kepala sekolah sampai 

pengangkatan/penempatan  kepala sekolah definitif ditetapkan.   

4. Peserta seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan 

calon penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) yang memiliki 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) calon kepala 

sekolah/pengawas sekolah/penilik dinyatakan lulus seleksi 

administrasi, tetapi wajib mengikuti seleksi uji kompetensi. 

5. Pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) calon kepala sekolah, calon 

pengawas sekolah, dan calon penilik Pendidikan Nonformal dan 

Informal (PNFI) dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah seleksi 

calon kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

6. Calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik Pendidikan 

Nonformal dan Informal (PNFI) yang sudah dinyatakan lulus seleksi, 

tetapi tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STTPL) yang sesuai formasi, maka yang bersangkutan wajib 

mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki Surat Tanda 
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Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) sesuai formasi, sesudah 

pengangkatan dan penempatan sebagai kepala sekolah, pengawas 

sekolah, dan penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). 

7. Peserta seleksi calon pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non-

formal dan In-formal, yang berasal dari kepala sekolah dengan masa 

kerja dua belas tahun atau lebih dinyatakan lulus seleksi 

administrasi, tetapi wajib mengikuti seleksi uji kompetensi, apabila ada 

formasi kebutuhan sesuai perundang-undangan yang berlaku.  

8. Peserta calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan calon 

penilik Pendidikan Non-formal dan In-formal (PNFI) yang berasal dari 

jabatan fungsional lain atau struktural dapat mengikuti seleksi, 

apabila memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 46 dan pasal 52 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan; 

9. Apabila terjadi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada 

angka tiga sebelum petunjuk teknis ini ditetapkan dan diberlakukan, 

Kepala Dinas Pendidikan melakukan seleksi kekosongan calon kepala 

sekolah dengan ketentuan;  

a. Mengusulkan tim seleksi calon kepala sekolah kepada Sekretaris 

Daerah Kabupaten Sampang; 

b. Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan tahapan;  

1) seleksi administrasi  

2) wawancara 

3) membuat dan mempresentasi rencana pengembangan sekolah 

(RPS) 

10. Apabila Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, maka mekanisme 

pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan pengawas 

sekolah SMA/SMK disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 
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B. PENUTUP 

Demikian Peraturan ini dibuat untuk dijadikan Pedoman sebagai 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Guru Sebagai Kepala Taman 

Kanak-Kanak, Kepala Sekolah, Pengawas Taman Kanak-Kanak, 

Pengawas Sekolah, dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 

 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

H. A. FANNAN HASIB 

 

 

 


